Menimbang

SALINAN

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

a. bahwa untuk membentuk individu yang sadar akan

bahaya korupsi dan memiliki integritas yang kuat,
perlu memberikan pemahaman mendalam tentang
nilai moral, etika, dan prinsip dasar yang mendasari
tindakan korupsi berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945;

. bahwa dalam rangka optimalisasi sumber daya

manusia terkait pencegahan tindak pidana korupsi
di Daerah, perlu dilakukan pendidikan karakter
antikorupsi pada aparatur sipil negara, kepala
desa/kelurahan dan perangkat desa/kelurahan,
badan usaha milik Daerah, dan pihak ketiga di

Daerah;

. bahwa agar pendidikan karakter antikorupsi dapat

berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang
nyata dalam upaya pencegahan korupsi di Daerah,
perlu adanya regulasi yang jelas dan komprehensif

dalam pendidikan karakter antikorupsi di Daerah;
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Mengingat

Menetapkan :

1.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan

Karakter Antikorupsi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER
ANTIKORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

@@

Kab,.Brebes
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10.

11.

12.

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Brebes.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah
kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

Pemerintah Desa adalah Penyelenggraan urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan dan kewajiban dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa / Kelurahan adalah unsur staf yang membantu
Kepala Desa dalam menyusun Kebijakan dan koordinasi yang
diwadahi dalam Sekretaris Desa dan unsur pendukung Tugas
Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam
bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Organ Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Organ BUMD adalah komisaris, dewan pengawas dan direksi
badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.

Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pegawai BUMD adalah dan seluruh pegawai pada badan usaha
milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten Brebes.

Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan
mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan
hukum, organisasi kemasyarakat baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan.
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13.Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari
optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan tindak
pidana korupsi di Daerah kepada ASN, pegawai BUMD, Kepala
Desa/Kelurahan, Perangkat Desa/Kelurahan, dan

Masyarakat/Pihak Ketiga.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka

menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi di Daerah.
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya

manusia yang memiliki karakter antikorupsi.
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

Pendidikan Karakter Antikorupsi;

a
b. sinergi dan kerja sama;

0

monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

o

pembiayaan.

BAB II
PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan kepada:

a. ASN;

b. Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Kelurahan;
c. Organ BUMD /Pegawai BUMD; dan

d. Masyarakat/Pihak Ketiga.
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1)

(2)

Bagian Kedua

ASN

Pasal 6

Pendidikan Karakter Antikorupsi pada ASN dilaksanakan pada
program pelatihan.

Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada jenis pelatihan:

a. pelatihan teknis;

b. pelatihan fungsional;

c. pelatihan manajerial;

d. pelatihan dasar;

e. pelatihan kepemimpinan pemerintah Daerah; dan

pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7

Komponen Pendidikan Karakter Antikorupsi pada ASN dilakukan oleh

widyaiswara /fasilitator /penyuluh /aparat pengawasan intern

pemerintah antikorupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam

kurikulum antikorupsi.

Ka.b.Brebs

Bagian Ketiga

Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Kelurahan

Pasal 8

Pendidikan antikorupsi dilaksanakan dalam program sosialisasi
dan peningkatan kapasitas Kepala Desa/Kelurahan dan
Perangkat Desa/Kelurahan.

Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan

Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
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1)

(2)

(3)

(4)

1)

(2)

(3)

Ka.b.Brebs

Bagian Keempat

Organ BUMD /Pegawai BUMD

Pasal 9

Pendidikan  Karakter Antikorupsi pada Pegawai BUMD
dilaksanakan pada program pengembangan Organ
BUMD /Pegawai BUMD yang meliputi materi antikorupsi dan
kejahatan korporasi.

Program pengembangan Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam rencana kerja dan
anggaran pada BUMD yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu)
tahun sekali.

Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan BUMD
melaksanakan penelitian rencana kerja dan anggaran pada
BUMD dalam setiap pengajuannya, untuk memastikan Pendidikan

karakter Antikorupsi pada Organ BUMD /Pegawai BUMD.

Bagian Kelima

Masyarakat/Pihak Ketiga

Pasal 10

Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Masyarakat/Pihak Ktiga
dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, serta organisasi politik.

Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi
politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan,
lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik
yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
Komponen Pendidikan Karakter Antikorupsi pada
Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu hibah dan
bantuan dalam proses perencanaan, penatausahaan,
pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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1)

(2)

(3)

(4)

1)

(2)

BAB III
SINERGI DAN KERJA SAMA

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan Pemerintah
Pusat dan kerja sama dengan pemerintah daerah lain serta Pihak
Ketiga dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi
di Daerah.

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi,
kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diantaranya Pemerintah  Provinsi lain dan Pemerintah
Kabupaten /Kota lainnya.

Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Pendidikan Antikorupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Karakter
Antikorupsi dilakukan oleh Bupati.

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah
yang membidangi pengawasan bersama instansi terkait sesuai

kebutuhan.

Pasal 13

Pelaporan atas Pendidikan Karakter Antikorupsi disampaikan kepada

Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan.

Ka.b.Brebs
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BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14
Pembiayaan Pendidikan Karakter Antikorupsi di Daerah dapat
bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 Juni 2025

Diundangkan di Brebes BUPATI BREBES,

Pada tanggal 30 Juni 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BREBES

Ttd

Dr. TAHRONI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 35 TAHUN 2025

Ka.b.Brs

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Penata Tk.1-111/d
NIP. 198712142010012020
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